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I,I MI-RINTAH KABUPATEN PELALAWAN

I'I IIN I URAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 20 TAHUN 2OO7

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I)I NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

rt=t i i r r r l r .urr :  :  a.  bahwa usaha Rektame merupakan wahana
Promosi datam memasarkan berbagai komo-
ditas maka petayanan dan pembinaan serta
pengembangan sarana Rektame pertu tebih
ditingkatkan secara terpadu dan terarah;

b. bahwa sebagai satah satu upaya untuk
menciptakan keindahan kota khususnya
datam penataan rektame agar sesuai dengan
estetika dan perkembangan kota serta dalam
rangka pengawasan dan pengendatian reklame
di witayah Kabupaten Petatawan, pertu



He;r€in€rr l t .

) .

t .

clit ingkatkan pengaturan penyelenggaraannya
schingga dapat diwujudkan kehidupan kota
yang tert ib,  bersih,  indah dan harmonis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
nrana dimaksud datam huruf a dan b pertu
rnembentuk Peraturan Daerah tentang lzin
Penyetenggaraan Rektame.

Undang-undang Nomor 1 2 Tahun 1 956 tentang
Pcmbentukan Daerah Otonom Kabupaten
clatam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

l .Jrrdang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pcnetapan Undang-undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
claerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 75\ sebagai Undang-undang
( l -embaran Negara Tahun 1958 Nomor 112,
Iambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

tJrrclang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang
W;rjib Daftar Perusahaan;

t,lrrclang-undang Nomor 17 Tahun 1997
lcntang Badan Penyetesaian Sengketa Pajak
( lcrnbaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
l.rrrrbahan Lembaran Negara Nomor 3684);

t l r rc lang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
P,r jak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Nr.*1ara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
It ' rnbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
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6.

tetah diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Petalawan,
Kabupaten Rokan Hutu, Kabupaten Rokan
Hitir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3902) sebagaimana tetah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3968);

Undang-undang Nomor l0Tahun 2004 tentang
Pembentu kan Peraturan Perundang-u ndan gan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara No mor 4437 \sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 1O8,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

7.

8.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Merrelnpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TENTANG IZIN PENYELENGGARMN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lr . r l . r rn l t . raturan Daerah in i  yang dimaksud dengan :

I lt,rr.t.th adatah Kabupaten Petatawan.

, ' f 'e. t r r r .nntah Daerah adalah Bupat i  Pelalawan dan
f 'r.r,rrrqkat Daerah sebagai unsur penyelenggara peme-
r t r r l , r l r i ln daerah.

I lrr.w,u) Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten petatawan
y,urg setanjutnya disingkat DPRD adatah Lembaga
It-rw,rkilan rakyat daerah sebagai unsur penyetenggara
I  r r . | l l r . t  r r r tahan daerah.
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l l l

l ' , r ' ,  l ) , r ( ' r , lh adatah Kas Daerah Kabupaten Petatawan.

l l . r l r , r r r  l_konomi ada[ah Bagian Ekonomi Sekretar iat
I  r . r ' r , r l r  Kabupaten Petatawan.

| 'r.n rr .ri,utg izin adatah setiap orang/ badan atau Organisasi
' , , ' , r , r l  l ; t innya yang tetah memperoteh iz in dar i  Bupat i
| , r ' r  r  1,r , , ;u kan ketentuan Penyetenggaraan Reklame.

l t , r r l , rn ; rdatah suatu bentuk badan usaha yang met iput i
l,(.r ' ,( ' toan terbatas, Perseroan Komanditer perseroan
l , r r r l ry. l ,  Badan Usaha Mit ik Negara atau Daerah dengan
ir , rnr , r  c ian bentuk apapun, Persekutuan, Perkumputan,
I rrrr,r, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
' , i , t ( .n is,  Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap
., , . r  t , r  l tentuk badan usaha Iainnya.

l i .ht , r rne adatah benda, atat ,  perbuatan atau media yang
rr  r r  . r r r  t1 ut  bentuk,  susunan dan atau corak ragamnya untuk
I r I lr r,ur komersiat, dipergunakan untuk memperkenatkan,
nr( 'nr l iut jurkan atau memuj ikan suatu barang, jasa atau

'r ,ur l  yang di tempatkan atau yang dapat di t ihat ,  d ibaca
, l . r r r  , r t i ru didengar dar i  suatu tempat oteh umum, kecuat i
'  l r l , r l iukan oteh pemerintah.

l ' , r r r r l r l r r r - rg/Lokasi  Rektame adalah suatu sarana untuk
t . r r r l r , r t  Pemasangan satu atau beberapa buah rektame.

l . ' r r r  l ' r ' r ryetenggaraan adatah iz in mengadakan/menye-
Ir .n ' : r t ,uakan Rektame yang dikeluarkan oteh Bupat i .

l ' r ' r ryr , l r . r rggara Rektame adatah perorangan atau Badan
v.rnil nr(r,nyetenggarakan rektame baik untuk dan atas
ir , rur ,ury; l  sendir i  atau untuk dan atas nama pihak tain
v.r  r r l  I  r r t :n jadi  tanggungannya.



l r '

I t

t l

t . '

i  r  .  ' ' , .  u r /  / (  )n, l  adatah batas-batas wi tayah tertentu
i  ,  i  u , l r .nr l ,u l  l lcmanfaatan witayah tersebut yang dapat

, t i , , r r r r . r l , , r r r  r l r luk pemasangan rektame.

r t i l . , r  ' , t r , r lo1is Lokasi  Rektame adatah ukuran ni ta i
,  ,nr  i l r t r . t , r l rkan pada t i t ik  lokasi  pemasangan rektame
r , | ' ,( ' l  ,r r l lrcr clasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan
r rr , r  r  r r ,urr l  kota untuk berbagai  aspek kegiatan dibidang
r r ' , , r l r , r

l r ,  l ,  l  ,  r  n r(  .  l ) ( rpan adatah reklame yang dibuat dar i /  dengan
' l . r ' , , i r  k,ryrr ,  besi ,  p last ik,  tembok, dan sejenisnya yang
' l i l ' , r ' , , r r r r1 tcrpisah dan atau menempel pada bangunan,
|  , . r r  r l rok,  c l inding, pi tar  dsb.

l r , ' l ' l , r rnt .  merek bercahaya (Megatran) adatah rektame
nr, ' r , .k nama usaha yang bercahaya atau dis inar i .

l r ' ' l , l , r rnc Layar/Kain adalah rektame yang dibuat dar i /
rh.nrt ,ur  dasar/bahan kain,  ptast ik atau sejenisnya.

l r r 'h l , r r r rc tempetan/metekat adatah rektame yang
l ' , r l r , r r r  dasarnya dibuat dar i  kertas,  kateng ptast ik atau
' . ( ' t ( .nr \nya yang di tempetkan pada benda la innya.

l r i . l ' l , r r r rc Setebaran adatah reklame yang disebarkan
y,rrlt l), lhannya terbuat dari kertas, ptastik, kateng dan
. . ,  .1 r ,  r l i ,  t  inyd.

l r i . l , l , r r r rc ber jatan/kendaraan adatah reklame yang
r l i1 r , r . , ,urg pada dinding kendaraan.

l r r . l , , l , r rne layang/udara/balon adatah reklame yang

'  l r1 rr . r  I i l ratkan di  angkasa/udara.

lrr.h[,rrrrc suara adalah rektame yang ditakukan dengan
, . r r , r  rncngucapkan kata-kata atau bunyi-bunyian hingga
, l , r1r , r t  c l idengar.
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r r , , l  l . rn. .  t r l r r r  , rc la lah reklame yang dipertunjukkan
, l i ,  I  r l ' i r r r  , r r , r r r  r l r l r rar  gedung/ bioskop, berbentuk sepert i
l ,  r i l r  I  r l , r t t  l r r , t1,uafa.

l r ,  l l , r r r r r .  ' , l t tk '  t idak bersuara adatah rektame yang
, l i1,r . r t r r r r l r l , , [ r , r r r  d idaIam dan atau di tuar gedung,
l , t . r l , r , r r t r rk l r r rk,rn f i tm dan t idak bersuara.

' r  l r , ' l ' l , r r r r r '  ' , t r r l .  bersuara iatah rektame sebagaimana
' l l r r , r l , . . r r r l  gr , r<l ; r  angka 21, tetapi  bersuara.

l l t  l , l , r r r r r .  l , r ' ragaan/Demontrasi  adatah rektame yang
' l t . . r ' l r . r r r i r , l , r r ; rkan dengan jatan memperagakan atau
I  r t  . t  r  l r . i l  tot t  l  I  ; ts i .

11i ' l , l r r l  l i r .k[ ; rme adatah bagian atau muka rektame yang
, l i rn.r t r f  , r , r tkan guna tempat penyaj ian gambar atau kata
r l . l  I  f  x. , , ,ur-pesan penyetenggaraan rektame.
i . r r , r r r , r  r l , r r r  prasarana kota adatah bagian dar i  ruang kota
y,rrrr l  , , t , r tusnya mit ik Negara/ pemerintah Kabupaten
l ' . . l , r l , rw, ln yang pemanfaatannya diatur/  d i tetapkan
l r l r . l r  l l t r lxr t i .

l r r r r  l ' r ' r r t . t i t i  adatah Tim gabungan yang keanggotaannya
lr . r  r  l r r  r  r l , r r i  Dinas dan Instansi  terkai t  yang di tunjuk ol .eh
l1r  r ; r , r l  t .

I  i t  r l ,  l \ . t r : takan Rektame adatah tempat ter tentu dimana
I r i r  1,11 11, I  cktame didir ikan /di tempatkan /di tempetkan.
l , . rw,r , , ,ur  Khusus adatah kawasan dengan kuat i tas
lirrrl l 'r i l  rrl; i l .r dan ciri arsitektur yang baik sesuai peraturan
f l . r r r r { r r r r , l l t  Setempat (PBS) dengan penyelenggaraan
t,r , r r ( .nr l )atan t i t ik  pertetakan rektame di  depan
I  
' . t t  

t l l t  t t l , l l l .

. ' f  ,
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= !  !  =:  , i . . .u I  r r . l  1,  
' , ,  

; rc latah kawasan yang t idak boteh
i : -= r ;  r ! ! : ! . , r t , r l , , r r r  kt .g iatan rektame.

= I  = r  i , , ' , r ' l r . l , l r l , t ( latahkawasandimanapenyetenggaraan

i ,=:rc, i ' r1, , r t . r r r  I  r t  rk l )er tetakan rektame terpi t ih.

:  !  r .= , r .  r r  l l rnuln adalah kawasan penyetenggaraan
i ,  - '  ! ; . ,  r  r1 i . r  t , r r  r  I  r  t  rk l )er letakan rek[ame dapat di taksanakan
==, : r ,  |  . r ,  , r l ,  r l r l r r , r r  angka 28 dan 29.

i  I  r : , . r r  l , r ' r , . t , r ; r ,ut  Retr ibusi  Daerah yang setanjutnya
,rr . ; i11sl . , r r ' ,Kl( l  I  . r<latah Surat  Ketetapan yang menentukan
lr=r r  nv,r  l r rnt , t l l  retr ibusi  yang terutang.

'  - ' - , r  r r  l . r r , r l r , r r r  l t t : t r ibusi  Daerah yang selanjutnya dis ingkat
' ,  l l r l r  . r , l , r l , r l r  . , r r rat  untuk metakukan tagihan Retr ibusi
=r. i l ' . . r t r l , ' , r , r t l rn in istrasi  berupa bunga atau denda.

BAB II

I'I NYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

l'r. lctakan Penyebaran Reklame

Pasal 2

i  I  I  Fr, l ; . l , r l , , r r r  1) t 'nyebaran Reklame harus memperhat ikan
f,c. . r -1,1, ,1,1sr l r , r r rgunan, l ingkungan estet ika dan keamanan
==' . r t . r i  r l t .nr l , rn Rencana Tata Ruang Witayah Kabupaten
Fe-=l . r l , rw,r t r .

r : t  f 'c=lr t . r l , , r r r  l lapan rektame sebagaimana dimaksud pada
.r- : r t  (  |  )  r r rc l iput i  rektame, papan biLtboard/Bando,
nrr-s,r t torr  r l . t r t  rektame layar/kain tepi  k i r i  kanan jatan
lr . - r  u l , , rh,rrr  t i t ik- t i t ik  rektame.
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I t l

r i t

t l t

t l t

" , , ' l . r l r  t r t rh rcktame sebagaimana dimaksud pada ayat
|  . '  I  r  l r , r l  r r r  , , r . , ,u;r i  ketentuan yang bertaku.

Pasal 3

l ' r , l , l  pr . r ryt ' l laran petetakan rektame sebagaimana
, l l r r . r l ' . , r r t l  t l ; r l ; rm Pasal  2 ayat (3) pat ing kurang 2 (dua)
t , r l rnn . , r ,k,r l r  c l i takukan evatuasi  oteh Bagian Ekonomi dan
,rg ' , r l ' r l , r  tcrr lapat penambahan penyebaran t i t ik  rektame
rlr l r . l , r l rh,rn lebih tanjut  oteh Bupat i .

Alr , r l r r l , r  lcrdapat kendata teknis pada saat penempatan
l t l t l r  r r , l< l ; rnte di  lapangan, maka terhadap t i t ik  rektame
lur- , r . l rut  dapat digeser pada t i t ik  d i  seki tar  t i t ik  reklame
y;rn11 lr '[.r lr ditetapkan setama tidak bertentangan dengan
lr ; r1,1, , ,u1 teknis.

're{,rl, l  Biaya pergeseran tit ik rektame sebagaimana
rl t r r r , rksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 4

h,rlt.r lori t i t ik pertetakan rektame, dibagi menjadi 3
l,,rw,r:,.tn, sebagai berikut:

a K,rwasan Khusus;

I '  K,rwasan Selekt i f ;

r  Kirwasan Umum.
:r t . l ,nn Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rrrr.r rrpakan Kawasan bebas.

Ir,rw,r5An setektif dan umum sebagaimana dimaksud pada
.ry,r l  {1 )  terdir i  dar i :

r i l

t l t



. lrr 'n('nllratan Titik pertetakan rektame di datam
!,r,rr. l dan prasarana Kota, seperti:
I  l ) , rcrah pengawasan jatan/ daerah pengairan

, , r  t t tqai ;

l ,  . f , r r r rbatan penyeberangan orang (  JPO );
t  l r , r rn inat/PangkatanUmum;
.l l 'asar/ Bangunan dan atau Tanah Mitik

l ) r ' rner intah;
' r .  ( icdung Mit ik Pemerintah;
(t. I allangan/Gedung Otah Raga/Taman Kota/Jatur

I  l i jau mit ik Pemerintah;
I .  Shetter Bus;

H, Pos Jaga Polisi/Jam Kota.

lr I 'rrrermpatan tit ik pertetakan rektame dituar sarana
rlarr prasarana kota seperti:
l .  Menempel pada bangunan;
) ,  Diatas bangunan;
I ,  Di  luar bangunan/dihataman.

l { l  Ktart f tk,rs i  kawasan di tetapkan oteh Bupat i .

Pasal 5

l l  I  Alralr l l , r  Rektame mempunyai  jenis yang sama tebih dar i
tn l l r ,  nr , rka iz innya tetap satu.

l l l  Alralr t l , r  c latam suatu saat yang sama satah satu jenis
rr-hlarrrt, rnempunyai sifat yang berbeda, maka izinnya
t i r lah r l , rpat  d i jadikan satu.

Pasal 6

ll l  f lenra'.,1ng;ln atat rektame yang ditakukan oteh Instansi
f 'ernrr-r trrt;r lr, dan atau Organisasi Potit ik/Organisasi

ffi
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Ll: i '=y,r , r l ' , r l  y ,u l r l  bcrsi fat  sosial  atau t idak mencantumkan
:,r t . r l r  . . , r t r r  n,rrrr , r  r rerk produk dagang/ jasa, tetap harus
i , r r ' r r l * ' r  r t , r l r t r l r , ln kepada Pemerintah tanpa dikenakan
l r i , ry.r

r l  r  Alr , r l r i l , r  l ) ( ' ln. lsangan reklame sebagaimana dimaksud
p,r ,  Lr  , ry,r t  (  |  )  t r rencantumkan nama merk produk dagang/
l , t , i , r ,  t r r , rk,r  , rkan dikenakan biaya iz in sesuai  ketentuan
y,rrr{  l r t . r  l , rkrr .

Bagian Kedua

Kr.tentuan Teknis Bangunan Reklame

Pasal 7

Fetr-rr l r r . r r r  [eknis Konstruksi  Bangunan Rektame terdir i
al ah

a [nrrr l r  r rksi  berat ;

i r  hr  rn i l  r  r rksi  r ingan.

Bagian Ketiga

Petaksanaan lzin Reklame

Pasal 8

| | I l 'r:rryt. lcnggaraan reklame dibedakan menurut tempat/
lulr,r.,r, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jatan (nitai
l l r  , r l r .Bis) .

rlt lslrr grcnyetenggaraan sebagai dasar untuk penetapan
I rt""l1' ln Pajak reklame.

11



BAB I I I

MEKANISME IZIN REKLAME

Pasal 9

t l l  ' . t ' t r , r ; r  Or,rrrg atau Badan yang akan menyelenggarakan
rr ' l '1,*r .  waj ib ter lebih dahutu mendapatkan surat  iz in
r l , r l  lhrp,r t i  melatui  Bagian Ekonomi.

tJ I  I  , r r , r  r r r r tuk mendapatkan Surat  lz in sebagaimana
, l i rn,rk, , r rc i  pada ayat(1 )yai tu :

*r 'r(,tt; lp orang atau Badan mengajukan permohonan
I r.r t utis kepada Bupati metatui Bagian Ekonomi untuk
rrrr.rryetenggarakan reklame;

lr Mr.Iampirkan Persyaratan-persyaratan, metiputi:
Foto Copy KTP/Bukti Badan Usaha pemohon;

Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah/ surat kontrak
tanah dan surat pernyataan tidak keberatan
dari pemitik tanah yang diketahui RT dan RW
setempat;
Foto Copy Bukti/ izin penggunaan lahan dari
Dinas/lnstansi yang berwenang jika rektame
berdiri di atas tanah mitik Negara;
Melampirkan gambar rencana lokasi tempat tit ik
rektame berdiri dan gambar serta rencana kata-
kata yang akan digunakan datam rektame;
Metampirkan rancangan gambar dan perhitungan
konstruksi untuk konstruksi berat sesuai pasal 5
ayat (1 ) ;
Pernyataan tertutis kesanggupan memetihara
kebersihan, ketertiban dan keindahan rektame
atau lokasi rektame.

12



I  l l l ' r  ,  r , , r ' . ,  |  ' {  
,n( ' t  t iban iz in ter tut is penyetenggaraan rektame

,  l i  I  t  r  n , , r  , l r ,  r r la i  ber ikut :

r  l ' r  o, , t . , ,  l )enert iban iz in ter tut is penyetenggaraan
rr ,L l , rnr t '  d iketuarkan oteh Bupat i  metatui  Kepata
l l , r t i r , r r r  fkonomi;

l ,  l :  r r r  I  t . r  t  u l is  penyetenggaraan rektame sebagai  dasar
rrntrrh pcnetapan Pajak Rektame atas Obyek Rektame
y,rr  r11 r f i  a jukan iz innya;

r lr.hrrr., petaksanaan proses penertiban izin setelah
rn,.n(l. lpat rekomendasi teknis dari t im Penetit i.

l r i , l , r l , r r r r  surat  iz in pencantuman naskah rektame t idak
lrr '1 1, ."1,ulgan dengan ketert iban umum, kebersihan,
I ' r , l r t r l , r l t ,ut ,  keamanan dan estet ika perkotaan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Bagian Pertama

Masa Berlaku lzin

Pasal  10

Ma:: , r  l r r r l , rku iz in sebagaimana dimaksud datam Pasal  9 ayat
| | | r lr lrr.r t l(,u t datam jangka waktu tertentu yang dicantumkan
r.Jalarn ..rrr,rt izin yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai
het ih r  t l

a h.rrr , . t I  r tksi  berat / r ingan sepert i  Rektame Papan,
htl lro,u d/ Bando, Rektame Cahaya dan Rektame Berjatan
l , r . r r t l , r r , r (ut  rnasa bertaku iz in setama 1 (satu) tahun;

l ,  r , r r r r l  t r t l , rk nrcmertukan konstruksi  sepert i  kain,  metekat/
; r l . , t r , t ,  rc lcbaran dan udara,  masa bertaku iz in selama 1
q' , , r t r r )  l r r r l , r r r ;

t l l

13



,  F, . l , l , r r r r r .  , , , , ' i l  dan st ide/  f i tm, masa bertaku iz in setama
I  l , . , r l r l ) l t t |nr l f ]u.

Bagian Kedua

Perpanjangan lzin Reklame

Pasal 1 1

|  |  |  l ' r , ' , r . . ,  gr t . r  panjangan iz in penyetenggaraan rektame
Ir . , r r ' ,  r l r , r jukan secara ter tut is kepada Bupat i  metalui
l1, r r : t , i l1 |  konomi.

lJ I  f  t ' r r r r ' l r rnAn perpanjangan iz in sesuai  pasa[ '10 huruf
* ,  r l r , r ; r rkan pat ing lambat 30 ( t iga putuh) har i  sebetum
1n,1. , , r  lx . r laku iz in habis.

r l r  l . r l , r  ( ,ua permohonan petaksanaan perpanjangan iz in
*rrr..u,u rlengan ketentuan pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pr.nrbatalan dan Pencabutan lzin Reklame

Pasal  12
l .urat  urr  yang tetah di terbi tkan dapat dibatatkan, apabi ta:
a l lrht,rrnc yang akan dipergunakan menurut pertimbangan

lckrrr., bertentangan dengan keamanan, ketertiban
l tnr l l l ,  kesusi taan, keindahan dan tata kota;

lr f lrk[,rrrc yang dipasang naskahnya bertentangan dengan
vtrr K,rbupaten Petatawan;

r 'r.t. l ,rh lzin diterbitkan setama 3 (tiga) butan di lapangan
I ir l,rk .tda kegiatan pemasangan rektame;
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!  r  .  ,  r r  r t i  t i r , , t , r r r , , r  Pcmerintah yang menggunakan pada
i , i ,  r  r i r  I  l , ' r ' ,11 ,  r  r l isesuaikan dengan ketentuan yang
!  = , l  r l  r l .

:  =r  i  l  ,  r r l lnr ,ur  l ,cndir i  penyetenggara rektame.

Pasal 1 3
, '  , !  i ' i r ,  v, r r r r i  r r ' [ah diber ikan dapat dicabut kembat i  oteh

ir . , i ,  i t i  r r r , ' l , r l rn Kr '1tata Bagian Ekonomi,  atas dasar:
= l ' ,  i l r r , , l r . r r r , rn dar i  pemegang iz in;
! '  r i  i l .  r ,  r ,  r  I  r ,  r  gr , rc la atat-atat  rektame yang digunakan ternyata

r,  t . r l  r  r  l r l , r l i r rkan perubahan tanpa pemberi tahuan ter lebih
,  I  r l r r r l r t ,

,  
' \ t , . r l r i l , r  l )crnegang iz in t idak memenuhi persyaratan
y.rrrr i  t r . l , r l r  d i tentukan dalam Peraturan Daerah in i ;

. t  r ,1.r . , , r  l rcr [ ; rkunya iz in te lah berakhir .

Pasa[ 14

r I  I  l  t .1 l , r1" l ta l  pencabutan iz in berdasarkan pasal  1 3
lrrrr r r l  l r  dan c pemit ik iz in yang bersangkutan dapat
nr i . r r r l , r l r rkan keberatan kepada Bupat i  metatui  Kepala
l l , r r r , r r r  l_konomi datam tenggang waktu 14 (empat betas)
l r , r r r  l t . r l r i tung sejak Keputusan tentang pencabutan lz in
t ' r 'nvt . [cnggaraan Rektame di ter ima pemegang iz in.

r . ' t  ' , , r r r r l l I  menunggu hasi t  keputusan atas pengajuan
I ' r . l r r . r , r tan setama 30 ( t iga putuh) har i ,  reklame dapat
lr.r ;,rtar terus, kecuati bita keberatan ditotak maka
l . r ' l , rn;rr tan pemasangan rektame i tu dengan segera harus
'  l r l r r . r r t  ikan.

i t lAP,r l r r l i r  Surat  iz in dicabut,  maka biaya yang
t,. l,r lr dibayarkan kepada Kas Daerah tidak dapat
,  l i l . t  . rnbaI ikdI '1.

15



BAB V

I{AMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 1 5

l fargarr  n,1nr,r  Rctr ibusi  lz in Penyetenggaraan Rektame
;f i ;* l rErr l  l i r . l r r l rusi  atas pemberian iz in Penyetenggaraan
Feh l ' l r  t  re '

Pasal 16

l l  |  |  l l rvr , l ,  l r r r r  r r re l iput i  semua penyetenggaraan rektame.

l l  l  Al , r l  / l r r . r r luk yang menjadi  obyek iz in sebagaimana
rl lnak. , t r t l  l lada ayat (1)antara la in:
a l{r.kl,rrrrc Papan: - Merk Toko;

Neon Sign;

lr r{rkl,rne Bitboard/Bando: 
- Tin Ptate;

r l{r.kl,une Merk Bercahaya: - Megatron;
r l  l { r .k l , lnc Layar/Kain:  -  Spanduk;

.Umbut-umbut;

c, l{r.k[,rr'e Tempetan: - 3::l?;

I  l { r .kt ; r r 'e setebaran ;  
st iker;

g ltt,kl.rrne berjatan pada kendaraan;
f r l{r.kl;une Layang/ Udara/ Baton;
t  l { r .k larne Suara;
i  l t r .k l ; rnre St ide/  Fi lm;

l ,  l { t .k l .umePeragaan.

; l ;  * , r r l ryr .k lz in met iput i  set iap orang atau badan dan atau
ttrs,lu:,.15i sosial lainnya yang metaksanakan kegiatan
f r.rny(.[{ 't pqaraan/pemasangan rektame di daerah.

16



BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  17

f ietr  i l r r : , r  l " r r r  l ' r 'nyctenggaraan Rektame termasuk gotongan
I  FIr  t f  ' i l : i i  l ] r . t  l , / i l t , i l1 tef tentU.

BAB VII
I AII^ MI NGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  18

lr*ghar I{ 'nrlrlunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan
fFf I lc

BAB VIII

I,I{INSIP DAN SASAMN DALAM PENETAPAN
1I RUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasat 19

Frirurgr rl,rn sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan
lrar la lu l r (u l  untuk menutup sebagian atau seturuh biaya
prer l l rer  r , r r r  iz in penyetenggaraan rektame.

BAB IX

5I RUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

t | | l t 'r lutungan luasan izin untuk rektame dengan konstruksi
1r,.1,11i ringan yang menggunakan tiang penyangga
rlt lrrturrg berdasarkan tinggi konstruksi dan bidang
r.kl,rrrre/proyeksi sampai dengan permukaan tempat
l i , r r rg berdir i .

17



El:t_

t= l l 'c  r

t , tF:

=l

f l , r

I

I

l r l

in '  1.11r lx ' , , ,u .1n biaya sesuai  dengan ayat (1 )
l i l ' r l l l

l lnt r r l ,  ; r t . r ryctcnggaraan rektame dengan konstruksi
l r : l  ; t l  .

I t ' r  r  t ' ,

Mr

I t t l l l ro

llr

l )1t l )a

l frrltrk Penyetenggara Reklame dengan konstruksi
I  l l r r l ( ln :

,  l { r .ktame Masa Berlaku Biaya
Rp

.11,r t  ron 1 Tahun 250.000, -

rr,rr cl lBando
. latan,
k.k lame
ran>6M2

1 Tahun 200.000.-

| f t r

I

I

I

I t .rr is Rektame Masa Bertaku Biaya
Rp

l { t 'kIame
l ' , r1;an < 6 M2

1 Tahun 100.000, -

Kain:  Bal iho 1 Tahun 50.000,-

t lcr jatan/Pada
Kendaraan

1 Tahun
1 Minggu

50.000,-

Udara, Fi lm/
Slide, Suara

1 Minggu 50.000,-

Pcragaan 1 Minggu 100.000,-

18



,  I  l i , . , ,ut t - t  b iaya untuk survey dan la in- ta in menjadi
| ,u l t lqungan pemohon.

r  i  r  
" r r , r r  

rzrn penyetenggaraan rektame diber ikan kepada
\, , r r l l  l )ersangkutan apabi ta biaya retr ibusi  iz in sudah
, l r l r , ry,u ke Kas Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wil ; ry,r l r  pemungutan Retr ibusi  adatah Kabupaten
Fr- l , r l , rw,ut .

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

t l f  l \ . r r r r r r . rgutan Retr ibusi  t idak dapat diborongkan.

r  I  I  l i i , t  r  i l lusi  d ipungut dengan menggunakan SKRD atau
I rol<r lnen la in yang dipersamakan.

1 t ;  l l , r , , r I  Pemungutan Retr ibusi  sebagaimana dimaksud
rl,rl,rrn Pasal 20 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan
lrr . r , l t .uran perundang-undangan yang bertaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTMSI

Pasal 23

lr,rl,rrrr lral Wajib Retribusi t idak membayar tepat pada
vr.rl,t rrrrya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
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r

' " ' "  i " ;=!r : i . i  r r r ' r r r ) , r  r ) r r rga sebesar 2% (dua persen) set iap!  i  = i . : r  i  r  r . t  r  r l  r r r . , , t  y, l t1g terutang yang t idak ataU kurangi  i  =.  _=i  , t i r r , l r l , r r , r l r r l t ,ngan menggunakan STRD.

Pasal 24
i  I  r  .=-r i : r ; r  l , r , i ' r . r l , r r r r ;  iz in yang metanggar ketentuan sepert i

!= i rs t ' r r , r r r l r l t )  pada peraturan Daerah in i  dapatr i t  :  i r . r l , , l t  . , ,urksi  administrat i f  berupa:
= t ' , .1!  , r l r r r t , r r r  lz in penyetenggaraan Rektame;
r '  t ' r . ry. . i : ( ' l , r r r  atat_atat  rektame yang digunakan;
,  1, , . r  r r . r  I  r l r , l t . t  terhadap konstruksi  rektame

,  f  r . , , . r r . r t r1r1arakan ;  

Lr  qnJr I  s^(c l r  I  lcr  yang

r : r  Ar ' r r  , r r . r r  r t 'k tame yang dipergunakan dan bertentangan
, l r ' ' r1,rrr  k.rcntuan peraturan Daerah in i  dapat dimit ik i
f ' r ' r r r r ' r r r r , r l r  Daerah dan dis impan oteh Bagian Ekonomi.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYAMN

Pasal 25
i  |  |  l " ' r r r l r , ry,ran Retr ibusi  yang terutang di tunasi  sekat igus.
r"r  l r r ' r r r l r r rs i  yang terutang di tunasi  setambat- [ambatnya 15

l l r r r r , r  l rctas) har i  sejak di ter t ibkan sKRD atau dokumen
l. ! in y, lng dipersamakan.

r I t l ,rt,r (.ara Pembayaran, penyetoran, Tempat pembayaran
l i r . t r r l tus- diatur dengan peraturan Bupat i .
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BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasa[ 26

|  |  r  f ' r ' r ' r : , ' l r r , r r , r r  surat  Teguran/per ingatan/surat  la in yang
=,r .  j r , , r "  , , t ' l tagai  awaI t idakan petaksanaan penagihan
r, ' r r  r l r r r ' , r  < l ikeluarkan segera setetah 7 ( tu juh) har i  sejak
i , r t  r  r l r  I  r 'nt l )o pembayaran.

r . r l  f  l ' r l ' r r r r  l , r r rgka waktu 7 ( tu juh) har i  setetah tanggat
i r r r ' r r  l . r luran/Per ingatan/surat  la in yang sejenis waj ib
f t r , t r r l r r r , , i  harus melunasi  Retr ibusi  yang terutang.

1 11 ' , l r . r t  lcguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
r l r l , r . l r r , r r  kan oteh Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 27

Hr=nI r  rh | , ' r rLukformu[ i ryangdipergunakanuntukpetaksanaan
trFrt . rqr l r , r r r  Retr ibusi  Daerah sebagaimana dimaksud datam
f ' - , , . r1 / r , , ryat  (1)di tetapkan oteh Bupat i .

BAB XV

MA\^ RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28
|'{,r ' .,r l{, ' tr ibusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
r l i l ' t ' r1r l<, , r r r  oteh Bupat i  sebagai  dasar untuk menetapkan
lrF:i;u nfrt Retribusi terhutang.

Pasal 29

Fr=lri lrrr:, i terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD
at,ru l )okumen la in yang dipersamakan.
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r l l

t l l

t l l

t l l

BAB XVI

I)ENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

t l r r l r , r r r  r l , r l lat  memberikan pengurangan, ker i 'nganan
1, ' . r  r  r l ' r . l  r , tsan Retr ibusi .

f 'e . r r r l r r . r  r , ln pengurangan dan ker inganan Retr ibusi
a: . l r . r r1,utrrana dimaksud pada ayat (1) dengan memper-
l r* l i l r . r r r  kemampuan waj ib retr ibusi ,  antara la in
rl,rp,rt rrremberikan kepada pengusaha kecit untuk
i l  t r ' t r r l , l l lgsur.

l ' . 'nrlx,lrasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
I l) ,rrrtara lain diberikan kepada wajib retribusi yang
r l t t i r r rpa bencana atam atau kerusuhan.

l 'r l, l  Lara pengurangan, keringanan dan pembebasan
lletr rbusi ditetapkan oteh Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 31

ll,rk untuk metakukan penagihan Retribusi, kedatuwarsa
',,. lclah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
.,r.1;rk saat terhutangnya Retribusi, kecuati apabita Wajib
Itr.tr ibusi metakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Krrlatuwarsa Penagi han Retri busi sebagaimana di maksud
,ry.rt (1) tertangguh apabila :

,r. Diterbitkan Surat Teguran atau;

t l l

t / )
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lr Arl,r pengakuan utang Retribusi dari Wajib Reiribusi
l r , r rk langsung maupun t idak langsung.

BAB XVIII

IAIA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

l l l  l ' tut , r r rg Retr ibusi  yang t idak mungkin di tagih lagi  karena
lrak rrntuk metakukan penagihan sudah kedatuwarsa
r ln l r , r t  d ihapus.

lJf l lrrgr,rt i menetapkan Keputusan penghapusan piutang
f(rt r ibusi Daerah yang sudah kedatuwarsa sebagaimana
rl t r r raksud pada ayat (1).

BAB XIX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasa[ 33

Ittbl, lnsi Pemungut Retribusi lzin Penyetenggaraan Rektame
rl l te l , rpkan oleh Bupat i .

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 34

| | ) Pengawasan Penyetenggaraan rektame ditaksanakan oteh
Ilagian Ekonomi dan Dinas/lnstansi terkait.
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f  €t  l=r : i  ,  , t t ,1 l ) ( ' t , tksanaan pengawasan penyetenggaraan
i  =t  !  inrr '  l l t  ( l r tctapkan tebih lanjut  oteh Bupat i .

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 35

1i  I  f 'e=l l r  t t l r , r r r  Reklame di takukan terhadap reklame
tF=r l r . r ' . , r r r r i  ; rpabi ta :

< l , r r rp,r  tz, in;

l ,  l r . l , r l r  l terakhir  masa iz innya;

,  l ' r . r r rbayaran Pajak belum di taksanakan dan atau
hut, lng dar i  yang seharusnya;

rl l l .rryctenggaraan dan pemanfaatan rektame tidak
,,r..,rrai lagi dengan izin yang diberikan;

r I ' t.rtetakan tit ik reklame tidak sesuai dengan izin
y,rrrg diber ikan;

I Korrstruksi rektame tidak sesuai dengan izin yang
t l rber ikan;

g l)crsyaratan sesuai ketentuan yang masih ada betum
rl ipenuhi ;

I 'r.rrt-.rt iban rektame terpasang sebagaimana dimaksud
lr,rrla ayat (1) dikoordinir oteh Kepata Bagian Ekonomi.

Pasat 36

Alxrbita petaksanaan pembongkaran tidak dapat
r lrlaksanakan karena keterbatasan atat, maka
pcrnbongkaran dapat ditaksanakan oteh pihak tain
tlcngan biaya atas tanggungan Pemerintah Daerah.

r t l

t l t
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. r  ! :  r  i t  , , rn,r ,ur  [ )cmbongkaran terhadap Rektame sebagaj_
, : !  i ! ,  !  , l r r r r , rksrrd pada ayat (1),  harus berdasarkan pada
r, .  r  i l . r  Ai  ,u,r  l lasi l  Pemeriksaan Lapangan.

, ,  i  ,  r  r l ,  . , r r , r , r r r  Pembongkaran sebagaimana dinraksud
i ,  i , t , , r ! , r t  (1) ,  harus berdasarkan kepada Surat  per intah
l i r r I r . t l i

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 37

rr  r  l ' r  t , r l , , r t  Pegawai Neger i  Sipi t  ter tentu di  [ ingkungan
t ' ! . l r ( .nt) tah Daerah diber i  wewenang khusus sebagai
l ' r . r ryrr l rk untuk metakukan penyidikan t indak pidana
, l r l , r r l , r r rg Retr ibusi  Daerah sebagaimana dimaksud dalam
l l r r , l , r r r r l -undang Hukum Acara pidana yang ber laku.

r . ' r  Wr.w(,nang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
t  |  )  , r r l ; r tah:

.r Mcnerima, mencari, mengumputkan dan menetit i
kcterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan
,rtau laporan tersebut menjadi tebih tengkap dan
lctas;

lr Menetit i, mencari dan mengumputkan keterangan
rnengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang ditakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

( Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;
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( t )

r t  Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
r lokumen-dokumen Iain berkenaan t indak pidana
rlibidang Retribusi Daerah;

ltukti pembukuan, pecatatan dan dokumen-dokumen
serta metakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

l. Meminta bantuan tenaga ahti datam rangka
petaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

tl. Menyuruh berhenti, dan/atau metarang seseorang
meninggatkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang bertangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

lr. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. MemanggiI orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Metakukan tindakan tain yang pertu untuk ketancaran
penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi
Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimutainya penyidikan dan menyam-
paikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum
metatui Penyidik Pejabat potisi Negara Repubtik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur datam
Undang-undang Hukum Acara pidana yang bertaku.
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BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasa[ 38
t l )  l larang siapa t idak memenuhi ketentuan sebagaimana

tliatur datam peraturan Daerah ini diancam dengan
ltidana kurungan pating lama 6 (enam) butan atau denda
pating banyak Rp.50.000.000,- (Lima putuh Juta Rupiah)
dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk mernbayar
Retribusi yang terhutang.

(/) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adatah petanggaran .

{ l) Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
bertaku.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
1l) Pemegang izin diwaj ibkan untuk menjaga dan

memetihara atat rektame yang dipergunakan dan jika
pertu dapat memperbaharui setetah memberitahukan
terlebih dahulu kepada Bupati metatui Bagian Ekonomi.

12) surat-surat/Rektame Tempetan yang tetah rusak dan
mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa
menunggu perintah Bupati harus segera diperbaiki/
dihapus/dihil.angkan.

13) Apabita rektame tetah rusak atau habis masa lzinnya
dan Pengusaha/pemegang izin betum memperpanjang/
mengganti izin dan atau memperbaharui rektame yang

Lr---
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rusak tersebut dan setelah diberi peringatan sampai
ketiga katinya masih betum memperpanjang/ mengganti
izinnya dan memperbaharui rektame yang rusak, maka
datam waktu 7 (tujuh) hari setetah peringatan ketiga,
akan diambit tindakan pencabutan/ pembongkaran
rektame tersebut.

{) Guna kepentingan Daerah datam pemetiharaan
ketertiban, keamanan, kesusitaan dan keindahan,
Pemegang surat lzin sewaktu-waktu dapat diperintahkan
untuk merubah/ menghapus/ membongkar rektame
tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang
izin.

) Rektame yang disetenggarakan dengan izin Bupati harus
dihapus/ dibongkar oteh pemegang izin datam waktu
24 (dua putuh empat) jam setetah masa izin berakhir
atau surat izin yang bersangkutan ditarik kembali atau
dicabut oteh Bupati.

BAB XXIV

KETENTUAN PEMLIHAN

Pasal 40

{1) lzin penyetenggaraan rektame yang diketuarkan sebetum
Peraturan Daerah ini diundangkan tetap bertaku sampai
dengan habis masa bertaku izin.

(2) Pemegang izin penyetenggaraan rektame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib metaporkan izin yang
dimitikinya kepada Bupati metalui Bagian Ekonomi.
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an Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah in i  mutai  bertaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dinean peraturai Daerah ini dehgan penempatannya datam
Lembarin Daerah Kabupaten Pelatawan,

Ditetapkan di Pankatan Kerinci
pada tanggat 2 Oktober 2007

BUPATI PELALAWAN,

d.t.o
T. MMUN JMFAR

vane betum diatur datam peraturan Daerah ini, sepanjang
iai Teknis petaksanaanya'akan diatur tebih lanjut datam

rnskan di Panekalan Kerinci
taiggat 2 Okt6ber 2007

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

ARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
d.t.o

T. KASROEN, HR

DAEMH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2OO7
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T

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR TAHUN 2OO7

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

UMUM

Usaha rektame merupakan wahana promosi dalarrr
memasarkan berbagai komoditas maka petayanan d;rn
pembinaan serta pengembangan sarana reklame pcrlrr
adanya pengawasan dan pengendalian.

Datam rangka menciptakan keindahan kota khususnv, r
dalam penataan rektame, agar sesuai dengan estetika rl.rrr
perkembangan kota serta peningkatan pendapatao , r '.1 r
daerah maka dipertukan adanya suatu pengaturan ke t l , r l . ' r r r
Peraturan Daerah sehingga dapat diwujudkan kehi<rrr1 ' . ' r r
kota yang tertib, bersih, indah dan harmonis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jetas

Pasat 2

Ayat(1 )

Cukup jetas



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

a. Titik-tit ik Rektame adatah tit ik lokasi atau
tit ik tempat tertentu dimana bidang Rektame
didir ikan/ di tempatkan/ di tempelkan;

Witayah tit ik petetakan Reklame disesuaikan
dengan Rencana Tata Ruang Witayah Kabupaten
Petatawan;

Titik Rektame / t it ik tokasi penempatan Bando
pada jalan Negara harus sesuai dengan ketentuan
teknis yang ditetapkan oteh lnstansi yang ditunjuk
untuk itu (sebagai bukti penempatan tit ik harus
metampirkan Gambar sejenis);

Pengaturan tit ik lokasi Bando jatan ditetapkan,
jarak antara tit ik Bando jatan satu dengan lainnya
minimal berjarak 300 M (Tiga Ratus meter);

Pengaturan tit ik lokasi Bittboard j ika dipasang
sejajar datam bentuk Panggung Reklame berjarak
minimal 1,5 M ( t idak sat ing menutupi) ;

Pengaturan tit ik lokasi Bittboard j ika dipasang
berdiri sendiri datam posis'i sejajar datam bidang
Rektame (tidak sating menutupi) harus berjarak
antara satu dengan yang tainnya minima[ 50 M;

Pengaturan tit ik lokasi Bittboard pada Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO) ditetepkan secara
khusus oteh Kepala Daerah;

Penempatan tit ik panggung Rektame ditetapkan
secara khusus oteh Surat Keputusan Bupati
Petatawan;

b.

c.

d.

e.

t .

g.

h.
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i. Untuk memperjetas titik lokasi Rektame
dituangkan datam tampiran Gambar dan
keterangan lokasi.

Pasal 3

Ayat(1 )
Cukup jetas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendata teknis penempatan
titik di lapangan yaitu:

1. Pada titik yang tetah ditetapkan dapat
mengganggu pandangan:

a. Latutintas/jatan, sehingga diperkirakan dapat
menimbutkan bahaya kecetakaan latutintas

b. Rumah dan atau Rektame, sehingga
menimbutkan ketidak senangan pihak-pihak
lain dan tetah menimbutkan protes yang
diperkirakan akan menimbutkan kondis i
[ingkungan menjadi tidak kondusif.

2. Rancangan konstruksi yang diajukan ternyata
tidak sesuai dengan kondisi kuatitas tanah,
sehingga diperkirakan jika dipaksakan untuk
dipasang pada titik tersebut dapat mengganggu
kestabitan kuatitas tanah yang dimaksud iatah
jenis tithol,ogi tanah, kemiringan muka tanah,
daya tekat tanah

Ayat (3)

Cukup jetas
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Pasa[ 4

Ayat (1)

Yang dimaksud peraturan Bangunan Setempat (pBS)
ialah suatu ketentuan peraturan Bangunan yang sudah
lqlVanSkut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
atas hasil kajian Dinas/ Instansi terkait yang didatam
kajiannya sudah mengatur tata letak dan modet tata
informasi yang sudah disesuikan dengan lingkungan
sekitarnya.

Ayat (2)

Kawasan bebas rektame yang dimaksudkan iatah
kawasan seperti kawasan didatam areal Komptek
Pemerintah Daerah

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jetas

Huruf b

Yang dimaksud dengan diatas bangunan yaitu
pemasangan diatas atap genteng atau tantai atap
beton.

Ayat (4)

Cukup jetas

Pasat 5

Cukup jetas

Pasal 6

Cukup jetas
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Pasal 7

Yang dimaksud dengan:

a. Konstruksi Berat yaitu konstruksi dengan cirri-ciri:

1. Tinggi bidang bawah Reklame minimum 6 (Enam)
meter dari permukaan tanah;

2. Luas bidang permukaan Reklame minimal 6 M2
dengan bagian panjang minimum 4 meter;

3. Khusus untuk Megatron, Bittboard / Bando, terdiri
dari :

a) Kaki tunggal, ganda atau lebih adatah Sarana
Reklame yang system kaki konstruksinya terdiri
dari tiang satu, dua atau tebih;

b) Kaki rangka adalah Sarana Rektame yang system
kaki konstruksinyaberbentuk rangka
dengan mempertimbangkan estetika;

c) Menempet adatah Sarana Rektame yang
konstruksinya menyatu pada bagian bangunan
den gan memakai konstru ksi - konstru ksi tam bahan
yang menyatu dengan konstruksi bangunan
tersebut.

b. Konstruksi Ringan yaitu konstruksi dibawah standar
konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketentuan teknis konstruksi Rektame diatur sebagai
berikut:

a. Untuk pemasangan konstruksi rangka Rektame
pada tahan Mitik Jatan Propinsi, pemohon harus
metampirkan Gambar konstruksi yang sudah disetujui
pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Witayah
Propinsi;
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Pasal 7

Yang dimaksud dengan:

a. Konstruksi Berat yaitu konstruksi dengan cirri-ciri:

1. Tinggi bidang bawah Rektame minimum 6 (Enam)
meter dari permukaan tanah;

2. Luas bidang permukaan Rektame minimal 6 M2
dengan bagian panjang minimum 4 meter;

3. Khusus untuk Megatron, Bittboard / Bando, terdiri
dari:

a) Kaki tunggat, ganda atau lebih adatah Sarana
Reklame yang system kaki konstruksinya terdiri
dari tiang satu, dua atau tebih;

b) Kaki rangka adatah Sarana Rektame yang system
kakikonstruksinyaberbentuk rangka
dengan mempertimbangkan estetika;

c) Menempet adatah Sarana Rektame yang
konstruksinya menyatu pada bagian bangunan
dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan
yang menyatu dengan konstruksi bangunan
tersebut.

b. Konstruksi Ringan yaitu konstruksi dibawah standar
konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketentuan teknis konstruksi Rektame diatur sebagai
berikut:

a. Untuk pemasangan konstruksi rangka Rektame
pada lahan Mitik Jatan Propinsi, pemohon harus
metampirkan Gambar konstruksi yang sudah disetujui
pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Witayah
Propinsi;
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b. untuk pemasangan konstruksi rangka Rektame di
[ahan mitik Tot, pemohon harus melampirkan Gambar
konstruksi yang sudah disetujui pihak pengetota jatan
Tot;

c. untuk pemasangan konstruksi rangka Rektame dituar
ketentuan huruf a dan b, gambar harus disetujui
Kepata Dinas pemukiman dan prasarana Witayah;

d. Penyampaian Gambar Teknis harus rinci, sebagai
berikut:

1. Gambar bangunan bawah (pondasi);
2. Gambar Tiang penyangga;

3. Gambar Rangka Bidang Rektame;
4. Gambar Lay Out tokasi, pemasangan perhitungan

konstruksi angka 1, 2 dan 3 ditampirkan sebagai
syarat Penetapan Dimensi Konstruksi.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyetenggaraan Rektame
dibedakan menurut Tempat, Jenis, Ukuran dan
Konstruksi adatah sebagai berikut:
a. MenurutTempat adatah penyetenggaraan Rektame

pada titik-titik Rektame yang tetah ditentukan;
b. Menurut Jenis adatah penyetenggaraan Reklame

sebagaimana tercantum datam pasal 2 ayat (2);
c. Menurut Ukuran adatah:

1.  Rektameukuran0-6M2

2. Rektame ukuran > 6 M2.
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d. Menurut Konstruksi adalah:

1. Rektame dengan konstruksi berat

2. Rektame dengan konstruksi ringan

e. Menurut Ketas jatan Adatah:

1. Rektame yang dipasang di jatan arteri primer
(jatan Nasionat)

Rektame yang dipasang di jalan arteri
sekunder (jatan Propinsi)

Rektame yang dipasang di jatan kolektor
(jatan Kota/Kabupaten)

4. Rektame yang dipasang di jatan tokat (jatan
tingkungan Desa)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1 )
Cukup jetas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jetas

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. Bukti kepemitikan tanah yaitu apabita pemohon
akan memasang reklame di tahan milik, maka

2.

3.



harus dibuktikan dengan bukti kepemitikan tanah
yang diketahui secara resmi oteh pihak Desa dan
Kecamatan.

2. Bukti surat kontrak yaitu apabita pemohon akan
memasang rektame di lahan orang [ain, maka
harus memperlihatkan bukti kontrak dan atau
perjanjian penggunaan lahan yang sah secara
hukum dan atau ditandatangani diatas materai
yang cukup.

3. Pernyataan tidak keberatan dari pemitik tanah
yang diketahui RT dan RW, yaitu dimaksudkan
bahwa pemasangan bangunan rektame sudah
dipahami oleh pemitik tanah dan masyarakat di
l ingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketertiban umum, kesusitaan,
kebersihan, keindahan, keamanan dan estetika
perkotaan yaitu baik konstruksi atau tata naskah
dan gambar tidak menimbulkan bahaya atau
bertentangan dengan tingkungan seperti:

a. Mengganggu pandangan obyek lain;

b. Kata-kata dan gambar yang dipasang dekat
peribadatan atau tempat pendidikan (sekotah,
madrasah, pesantren dtt) t idak bertentangan
baik secara verbal maupun visuat.

Pasal 10

Cukup jetas
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Pasal 11

Cukup jetas

Pasat 12

Cukup jetas

Pasal 13

Cukup jetas

Pasat 14

Cukup jetas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasat 16

Cukup jetas

Pasal 17

Cukup jetas

Pasal 18

Cukup jetas

Pasat 19

Cukup jetas

Pasat 20

Cukup jetas

Pasal 21

Cukup jetas
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Pasat 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jetas

Pasat 24

Cukup jetas

Pasal 24

Cukup jetas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasat 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jetas

Pasal 28

Cukup jetas

Pasal 29

Cukup jetas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jetas

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
dapat diberikan dengan mempertimbangkan,
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antara lain kemampuan membayar Wajib Retribusi.
Ketidakmampuan wajib Retribusi harus dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Kepata Desa dan Camat
setempat

Ayat (3)

Cukup jetas

Ayat (4)

Cukup jetas

Pasal 31

Cukup jetas

Pasat 32

Cukup jetas

Pasal 33

Cukup jetas

Pasal 34

Cukup jetas

Pasal 35

Cukup jetas

Pasat 36

Cukup jetas

Pasal 37

Cukup jetas

Pasal 38

Cukup jetas
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Pasal 39

Cukup jetas

Pasat 40

Cukup jetas

Pasal 41

Cukup jetas

Pasal 42

Cukup jetas

TAMBAHAN LEMBAMN DAEMH
NOMOR O

KABUPATEN PELALAWAN
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